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ABSTRAK 

 

Tesis berjudul “Klausula Baku Pemberian Kuasa Dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia” merupakan penelitian yang 

difokuskan pada dua permasalahan yakni ratio legis pelarangan pencantuman 

klausula baku pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dan kedudukan hukum 

akta fidusia yang dibuat oleh penerima jaminan fidusia berdasarkan klausula baku 

pemberian kuasa dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini adalah 

penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Berdasarkan jenis penelitian ini, maka bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum tersebut kemudian 

dikualifikasikan dan disistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ratio legis lahirnya ketentuan pelarangan 

pencantuman klausula baku pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk 

pembebanan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran yakni terkait dengan asas keseimbangan dan asas keadilan. Selanjutnya, 

kedudukan hukum akta fidusia yang dibuat oleh penerima jaminan fidusia 

berdasarkan klausula baku pemberian kuasa dalam perjanjian pembiayaan konsumen 

adalah batal demi hukum karena kuasa yang digunakan perusahaan pembiayaan 

konsumen telah melanggar syarat objektif dari suatu perjanjian dan pemberian kuasa 

yang berbentuk klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan 

dengan asas keseimbangan dan asas keadilan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka 

saran dari penulis yaitu pertama, seharusnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi 

terhadap undang-undang tidak hanya sekedar mensosialisasikan pasal-pasal yang ada 

dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, pemerintah juga harus mensosialisasikan 

ratio legis yang terkandung dalam setiap pasal-pasal yang ada dalam undang-undang 

tersebut. Kedua, seharusnya perusahaan pembiayaan konsumen tidak lagi 

mencantumkan klausula baku pemberian kuasa untuk menjaminkan objek yang dibeli 

konsumen secara angsuran dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun 

demikian apabila perusahaan pembiayaan konsumen menghendaki agar diberikan 

kuasa, maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat membuatkan surat kuasa 

khusus tersendiri yang terpisah dari perjanjian pembiayaan konsumen untuk 

menjaminkan objek yang dibeli konsumen secara angsuran. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "The Standard Clause of Granting Power in Consumer Financing 

Agreement as the Basis of Fiduciary Deed" is a study focused on two issues namely 

the ratio of legislation prohibiting the inclusion of a standard clause authorizing the 

entrepreneur to impose the rights of collateral on goods purchased by consumers in 

installments and positions the law of fiduciary deeds made by the recipient of the 

fiduciary guarantee pursuant to the standard clause authorizing the consumer 

financing agreement. This research is normative research, using approach of 

legislation and conceptual approach. Based on this type of research, the materials 

used in this study are legal materials. The legal substance is then qualified and 

disistematis to answer the formulation of existing problems. This study concludes that 

the ratio of legis the birth of the provision of prohibition of inclusion of standard 

clauses of authorization to business actors for the imposition of guarantee rights to 

goods purchased by consumers in installments that are related to the principle of 

equilibrium and the principle of justice. Furthermore, the legal status of a fiduciary 

deed made by a fiduciary receiver based on a standard clause authorizing the 

consumer financing agreement is null and void as the power of a consumer finance 

company violates the objective terms of an agreement and authorization in the form 

of a standard clause in the consumer financing agreement contrary to the principle of 

equilibrium and the principle of justice. Based on the above conclusions, the 

suggestion of the author is first, the government should in socialization of the law not 

merely socialize the articles that exist in the law. However, the government must also 

socialize the legislative ratios contained in each of the articles contained in the law. 

Secondly, the consumer finance company should no longer include a standard clause 

granting the power of attorney to pledge consumer purchased object in installment in 

the consumer financing agreement. However, if the consumer financing company 

wishes to be granted authorization, the consumer finance company may produce a 

separate special power of attorney separate from the consumer financing agreement 

to pledge the object purchased by the consumer in installments. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1.1.Kesimpulan 

1. Bahwa ratio legis lahirnya ketentuan pelarangan pencantuman klausula baku 

pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran yakni terkait 

dengan asas keseimbangan dan asas keadilan. 

- Asas keseimbangan, yaitu asas yang memberikan keseimbangan terhadap 

perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dalam proses 

pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen. Keseimbangan diberikan 

karena perusahaan pembiayaan memiliki kedudukan yang lebih unggul 

daripada konsumen. Keseimbangan diwujudkan dengan memberikan dan 

meningkatkan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara 

membatasi pemberian atau pencantuman klausula baku dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen yang berpotensi merugikan pihak konsumen.  

- Asas Keadilan, yaitu asas yang memberikan kepada seseorang terhadap 

hal yang menjadi haknya berdasarkan perjanjian yang dibuatnya. Namun 

dalam prosesnya tidak hanya didasarkan pada kebebasan berkontrak 

semata akan tetapi keadilan yang memberikan ruang linkup terhadap 



 

 

kebebasan berkontrak yang adil sehingga perjanjian pembiayaan 

konsumen yang telah dibuat tidak sampai berat sebelah atau timpang. 

2. Kedudukan hukum akta fidusia yang dibuat oleh penerima jaminan fidusia 

berdasarkan klausula baku pemberian kuasa dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen adalah batal demi hukum karena kuasa yang digunakan perusahaan 

pembiayaan konsumen telah melanggar syarat objektif dari suatu perjanjian 

dan pemberian kuasa yang berbentuk klausula baku dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen bertentangan dengan asas keseimbangan dan asas 

keadilan. 

 

1.2.Saran 

1. Seharusnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap undang-undang 

yang telah diberlakukan tidak hanya sekedar mensosialisasikan pasal-pasal 

yang ada dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, pemerintah juga harus 

mensosialisasikan ratio legis yang terkandung dalam setiap pasal-pasal yang 

ada dalam undang-undang tersebut. Hal ini diharapkan agar masyarakat 

mengerti dan memahami alasan dan/atau tujuan diberlakukan suatu pasal-

pasal yang tercantum dalam undang-undang. 

2. Seharusnya perusahaan pembiayaan konsumen tidak lagi mencantumkan 

klausula baku pemberian kuasa untuk menjaminkan objek yang dibeli 

konsumen secara angsuran dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun 



 

 

demikian apabila perusahaan pembiayaan konsumen menghendaki agar 

diberikan kuasa dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen 

untuk menjaminkan objek yang dibeli konsumen secara angsuran, maka 

perusahaan pembiayaan konsumen dapat membuatkan surat kuasa khusus 

tersendiri yang terpisah dari perjanjian pembiayaan konsumen untuk 

menjaminkan objek yang dibeli konsumen secara angsuran. 
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